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WALI KOTA PROBOLINGGO  

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 33 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 83 TAHUN 2023  

TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang  : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Komisi Pemberantasan 

Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan 

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka Peraturan Wali Kota 

Probolinggo Nomor 83 Tahun 2023 tentang Laporan Harta 

Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota 

Probolinggo, dipandang perlu untuk disesuaikan dengan 

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 

dimaksud karena merupakan pedoman dan/atau dasar hukum 

yang digunakan dalam tataran pelaksanaan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 

tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 83 Tahun 

2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di 

Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; 

 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1954  tentang 

Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 Dan 17 Tahun 1950 

(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota 

Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor , Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor ); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor , Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ); 
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksan 

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 

Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi 

Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2024 Nomor 798);  

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 83 

Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan 

Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 83) 

diubah dengan menambahkan Nama Jabatan Penyelenggara Negara di Lingkungan 

Pemerintah Kota Probolinggo yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Ini. 
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Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar  setiap  orang   mengetahuinya,   memerintahkan  pengundangan  Peraturan Wali 

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

Ditetapkan di Probolinggo 

pada tanggal 15 Juli 2025 

WALI KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

AMINUDDIN 

Diundangkan di Probolinggo 

pada tanggal 15 Juli 2025 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

NINIK IRA WIBAWATI 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 33 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH 

NIP. 19780608 200903 1 004 
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SALINAN LAMPIRAN I 

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  

NOMOR 33 TAHUN 2025 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI 

KOTA NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA 

NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA 

PROBOLINGGO 

 

NAMA JABATAN PENYELENGGARA NEGARA  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO YANG WAJIB 

MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 

 

NO. JABATAN 

1. Wali Kota Probolinggo; 

2. Wakil Wali Kota Probolinggo; 

3. Sekretaris Daerah; 

4. Pejabat Struktural Eselon II; 

5. Camat; 

6. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah; 

7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 

8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah; 

9. Direktur Utama PUDAM Kota Probolinggo; 

10. Tenaga Ahli Wali Kota; 

11. Ajudan Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 

12. Pemeriksa, Auditor atau pejabat yang menjalankan tugas dan fungsi sejenis; 

13. Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa; 

14. Pejabat Pembuat Komitmen; 

15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 

 

WALI KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

AMINUDDIN 


